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Abstrak

Tulisan akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai perspektif energizing bureaucracy sebagai model alternatif dalam
pengembangan kompetensi birokrasi. Adapun pengembangan kompetensi birokrat tidakliah hanya berdasarkan pada merit
System yang berdasarkan pada profesionalitas aan berorientasi pada hasil. Namun juga mengarah pada pembentukan sikap
afeksi dan afrmasi dalam pelayanan publik. Perspektif ini mensinergiskan nilai-nilai profesionalisme dan voluntarisme dalam
pengembangan kompetensi birokrat agar bisa menghasilkan kinerja maksimal baik pada publik maupun organisas.

Kata kunci: birokrasi, kompetensi, merit system, energizing bureaucracy

Abstract
The writings shall have a further elaboration about the perspective of energizing bureaucracyas an alternative model in the
bureaucratic competency development. As for the bureaucratic competency development, it is not only based on a merit

system relied on professionalism and results-oriented but also leads to affrmation and affection formation attitude in public
service. This perspective synergizes the professionalism and voluntarism values in the bureaucratic competency development

in order to produce highest working performance both on the public and organizations.

Key word: bureaucracy, competency, merit system, energizing bureaucracy

PENDAHULUAN

Masalah pelayanan publik dan trans-
paransi kinerja aparatur negara baik di
tingkat nasional maupun lokal masih menjadi
permasalahan klasik semenjak diterapkannya
good governance di Indonesia pada tahun 2001.
Hal itu dikarenakan masih jamak ditemukan
keinginan relatif dari birokrat untuk memperbaiki
kinerjanya di level pemerintahan. Adanya rasa
setengah hati yang ditunjukkan birokrasi kita di
lapangan memberikan implikasi serius dalam
dua ranah yakni secara internal perihal proses
transparansi kinerja birokrasi itu sendiri dan
secara eksternal menyangkut kepada masalah
kualitas pelayanan publik yang dihadirkan oleh
negara melalui birokrasi.

Adapun dalam rilis kajian dua lokus
masalah birokrasi kita tersebut memiliki korelasi

kuat terhadap proses daya saing negara di
kancah regional maupun internasional. Menurut
laporan daya saing global yang ditunjukkan oleh
Forum Ekonomi Dunia pada laporan tahun 2013
menempatkan Indonesia pada peringkat 45 dari
seluruh negara-negara dunia. Namun demikian,
peringkat tersebut belumlah menunjukkan
kondisi yang menggembirakan perihal efek-
tivitas dan efisiensi kinerja para birokrat
kita. Forum Ekonomi Dunia menyoroti tajam
tentang lemahnya penanganan suap dalam
sektor pelayanan publik dengan indeks persepsi
106 dan faktor sekuriti dalam pelayanan publik
dengan indeks persepsi 104. Khususnya
mengenai pemberian layanan publik mendasar
menunjukkam adanya penurunan peringkat
secara bertahap dalam tiga tahun terakhir, yakni
dari posisi 64 pada 2011 ke posisi 70 pada 2012,
dan kemudian peringkat 72 tahun ini. Implikasinya
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ialah peringkat birokrasi layanan publik dasar
negara kita masih kalah jauh dengan Malaysia
(27) maupun Thailand (54). Sebagai data
komparatif terhadap analisa Forum Ekonomi
Dunia tersebut, dalam laporan Bank Dunia
selama 2011-2013 menempatkan pelayanan
publik Indonesia berada di peringkat 129 dari
183 negara dunia. Bank Dunia sendiri menyoroti
masih ditemukannya adanya mata rantai
birokrasi yang masih panjang, output pelayanan
publik yang masih mengecewakan, infrastruktur
operasional pelayanan publik yang tidak suportif,
dan lain sebagainya (Daryanto: 2007).

Sedangkan untuk permasalahan kedua
yakni permasalahan transparansi kinerja
birokrat di level individual maupun institusional
juga masih setali tiga uang dengan pelayanan
publik. Hal ini dikarenakan muara dari proses
pelayanan publik yang belum sempurna adalah
kinerja birokrat yang juga demikian. Dalam hal
ini, terjadi proses disparitas yang terjadi dalam
problematika transparansi ini. Dalam ranah
nasional, pelayanan publik sendiri menujukkan
hampir 75,5 % proses transparansi berjalan
dengan baik. Hal itu dikarenakan adanya
penerapan kebijakan remunerasi berdasar pada
absensi maupun pelaporan kinerja berdasar
target yang dinilai atasan langsung. Maka,
secara tidak langsung, proses kinerja birokrat
sendiri kemudian sudah berjalan sesuai dengan
sistem karena ada sanksi penurunan tunjangan
bagi yang tak memenuhi target. Adapun kinerja
di daerah tidaklah sedemikian “cemerlang”
bila dibandingkan dengan pusat. Hampir 60,8
persen kinerja pemerintah daerah masih berada
dalam zona merah pelayanan publik. Adanya
ketidakmerataan dalam proses transparansi
kinerja menciptakan adanya kecemburuan
struktural di antara pusat dan daerah. Birokrasi
pusat dipandang masih menikmati privilege
terhadap kucuran dana remunerasi maupun
tunjangan lainnya. Sedangkan birokrasi daerah
juga dituduh hanya membebani alokasi belanja
daerah saja dimana hampir 70 persen digunakan
untuk urusan birokrat dengan hanya menyisakan
30 persen pembangunan.

Terkait dengan dua kajian tersebut,
kita bisa menyimpulkan bahwa masalah
pelayanan publik dan transparansi kinerja yang
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menjadi sumber klasik dan retoris birokrasi kita
sebenarnya terletak pada kemauan diri untuk
berubah ataukah stagnan. Masih ditemuinya
keinginan relatif ditambah lagi dengan adanya
kecemburuan perihal tunjangan antara birokrat
pusat dan daerah tentu harus segera di-
tanggulangi akarnya. Adanya penerapan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (UU ASN) yang disahkan semenjak
Januari 2014 yang mana mendasarkan pada
proses meritokrasi dalam transparansi kinerja
layanan publik maupun proses pelayanan publik
tentu perlu diapresiasi secara positif. Hal itu
dikarenakan akan mendorong birokat secara
langsung maupun tidak langsung akan memacu
kinerjanya agar sesuai dengan determinan
target yang mesti dicapai. Amanat UU ASN
yang mengamanatkan adanya kerja berbasis
kompetensi dan profesionalitas bagi para
birokrat, sudah tentu perlu dijabarkan secara
nyata baik struktural maupun lintas sektoral.
Tujuannya jelas yakni untuk mengikis adanya
praktik patologis birokasi yang selama ini
belum tereduksi sepenuhnya dalam dua ranah
tersebut.

Maka dalam hal ini, masalah motivasi
adalah sumber utama dalam upaya men-
dukung pengembangan SDM Aparatur agar
sesuai dengan kompetensi maupun mencegah
kontinuitas kinerja birokrasi yang lambat
dan berantai dalam kinerjanya. Tulisan akan
mengelaborasi lebih lanjut tentang perspektif
energizing bureaucracy sebagai tawaran
konsepsi dalam memacu kinerja birokrasi baik
secara organisasional, individual, amupun dalam
jaringan. Dalam era good governance sekarang
ini, birokrasi haruslah secara optimal dalam
melayani masyarakat sebagaimana cara pasar
hingga mencapai kata kepuasan (satisfactory).
Maka konseptualisasi energizing bureaucracy ini
menjadi urgen dan signifkan dalam membentuk
nilai, norma, maupun perilaku birokrat dalam
menstimulus dan memacu adanya motivasi dan
semangat bekerja. Tulisan ini akan memaparkan
lebih lanjut bagaimana pengaruh energizing ini
dan prospek dampaknya di masa mendatang
dalam mengkonstruksi nilai-nilai kepegawaian
berbasis merit system.



Energizing Bureaucracy Sebagai Pendekatan
Konsep

Mengukur kinerja aparatur negara sendiri
dalam pelayanan publik kepada masyarakat
maupun transparansi dapat dilihat dalam dua
kategori besar yakni sistem manusia. Adapun
sistem dapat dianalogikan sebagai proses /nput
dapat dikonversi menjadi output yang maksimal
demi semuanya. Dalam entitas birokrasi sendiri,
operasionalisasi sistem sangatlah erat dengan
stuktural organisasi yang dijalankan. Hal itu
sendiri dapat dianalisis secara /nward looking
maupun outward looking. Inward Looking
sendiri dapat dipahami sebagai bentuk proses
interaksi dan kerjasama yang dilakukan oleh
aparatur secara kolektif. Interaksi menjadi kata
penting perihal bagaimana aparatur dapat
bekerja sama dan membangun jaringan. Dalam
era governance sekarang, birokrasi berjejaring
dengan mitra lain menjadi sangat urgen dan
signifkan. Hal itu dikarenakan terkait dengan
upaya upaya transparansi dan akuntabilitas
kinerja aparatur sendiri. Bahwa kini kinerja
birokrasi harus bersinergis dengan pihak lainnya
dalam memberikan pelayanan terbaik. Kondisi
tersebut yang mendorong adanya bentuk
kemitraan (partnership) dalam pekerjaan birokrasi
baik itu dilakukan dala kerangka public-private
partnership maupun public-public partnership.
Hal itu sejalan dengan outward looking yang
melihat masyarakat sebagai klien yang harus
dilayani maksimal. Masyarakat sebagai klien
diposisikan sebagai citizen yang senantiasa
dilayani oleh aparatur. Adanya pendekatan
performance centered sendiri memang meng-
haruskan adanya pelayanan publik yang di-
lakukan oleh aparatur negara sendiri haruslah
berbasis pada peforma. Adapun peforma baik
yang dilakukan aparatur akan berimplikasi pada
kepuasan dan begitu pula sebaliknya.

Oleh karena itulah, faktor motivasi
dan manusia menjadi penting dalam konteks
ini untuk merelasikannya dengan pelayanan
maksimal. Motivasi sendiri dapat dipahami
sebagai bentuk dorongan untuk melakukan
aktivas kerja dan mampu memberikan energi
lebih pada struktur organ lainnya agar ikut
terstimulus dorongan. Maka dimensi motivasi
sendiri pada dasarnya mencakup nilai-nilai
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pemberdayaan (empowerment yakni ikut mem-
berdayakan aparatur untuk ikut termotivasi
dalam memberikan kinerja yang terbaik, nilai
kepemilikan (ownership) yakni adanya rasa
bertanggungjawab yang harus diemban dan
dipikul bersama dalam upaya meningkat-
kan kompetensi, dan juga nilai keterikatan
(involvement) aparatur untuk mengikuti ber-
bagai macam parameter-parameter peningkatan
kinerja maupun proses pemberian pelayanan
publik kepada masyarakat (Brown: 2001). Maka
peran seorang manajer aparatur negara menjadi
penting untuk diperbincangkan dalam dalam
menginjeksikan energi (energizing) kepada
para bawahannya agar senantiasa untuk
mengembangkan kompetensinya dalam rangka
pemercepatan karier dankesejahteraan birokrasi
berbasis meritokrasi dan juga memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam
hal ini, terdapat tiga peran utama yang perlu
dilakukan oleh manajer publik dalam meng-
energizing bawahan dalam mengembangkan
kompetensinya yakni 1) bagaimana manajer
aparatur negara mampu untuk memberikan
motivasi kepada para bawahannya dengan
berbagai macam stimulus kerja. 2) bagaimana
manajer publik dapat memberikan posisi yang
tepat pada orang tepat dalam penempatan
posisi jabatan publik tertentu. Hal itu sejalan
dengan prinsip kefektifan dan efisiensi
yang diemban suatu organisasi dalam
operasionalisasinya di lapangan maupun
kantor. 3) bagaimana mekanisme reward and
punishment sendiri dijalankan oleh manajer
publik sebagai bentuk penghargaan maupun
pendisiplinan kepada para anak buahnya dalam
bekerja (Murbijanto: 2013). Penghargaan di-
artikan sebagai peningkatan golongan maupun
kesejahteraan tergantung pada prestasi yang
ditunjukkan. Tentunya antara jabatan struktural
maupun fungsional sendiri ada perbedaan
tersendiri dalam proses penentuannya. Pen-
displinan adalah bentuk peringatan maupun
pengingatan bagi para aparatur negara
untuk menggenjot pengembangan diri demi
kepentingan organisasional. Manajer disini
adalah bentuk pergeseran paradigma dalam
struktur aparatur negara. Sebelumnya para-
digma politik-administratif sangatlah men-
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dominasi proses kinerja

Konteks energizing bureaucracy atau
“memberdayakan birokrasi” sendiri dalam rangka
mengembangkan kompetensi tentu tidak bisa
dilihat secara sempit dari sisi birokrasi saja.
Namun juga terletak pada proses pembangunan
rasa kepercayaan (frust) dan modal sosial
masyarakat terhadap persepsi kerja birokrasi.
Hal itu menjadi penting melihat sisi penerimaan
masyarakat terhadap proses reformasi birokrasi
yang dijalankan oleh aparatur negara. Dalam
hal ini energizing artinya bagaimana cara atau
metode me-recharge atau menginjeksi semangat
baru terhadap kinerja aparatur negara. Dalam
pengertian yang lain, energizing juga dapat
dipahami bentuk pemberian insentif-insentif
kepada aparatur negara (Muhammad: 2008).
Maka energizing sendiri sejatinya dapat
diartikan dalam dua jenis yakni pemberian
materi maupun pemberian nilai-nilai baru.
Jikalau dilihat dari segi pemberian materi
sendiri, adanya remunerasi maupun pemberian
tunjangan-tunjangan lainnya. Namun berkaca
pada pengalaman di lapangan, energizing
dalam pemberian materi belumlah memberikan

pengaruh signifikan dalam perbaikan layanan
birokrasi (Pramuka: 2010). Yang terjadi justru
adalah munculnya perilaku rent seeking oleh
aparatur negara. Pada akhirnya justru proses
kinerja sebagai aparatur negara mengarah
kepada sekuritas jabatan dan menganggap
jabatan birokrat sebagai protected jobs. Kondisi
itulah yang menciptakan adanya proses
pelayanan publik menjadi tidak maksimal
kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi
pada akhirnya tidak berjalan dan berjalan ala
kadarnya sehingga berimplikasi pada stagnasi
sistem merit. Maka hal yang terpenting adalah
mekanisme nilai-nilai energizing bureaucracy
sebagai bentuk mekanisme pengembangan
kompetensi sendiri adalah pengembangan
kapasitas manajemen organisasi yang meliputi
pada kejelasan tujuan, kapasitas manajemen,
maupun development culture. Ketiga hal tersebut
sebenarnya sudah disarikan dalam berbagai
paradigma reinventing government seperti
halnya new public management (NPM) maupun
new public service (NPS) (Jati: 2011), hanya saja
memiliki kadar yang berbeda pula, seperti yang
tertera dalam tabulasi berikut:

Tabel 1. Komparasi Pilar-pilar Energizing Bureaucracy berdasarakan NPM dan NPS

Pilar-pilar Energizing Bureaucracy

Nilai New Public Management

Nilai New Public Services

Kejelasan tujuan

Berorientasi  kepada kepuasan
(satisfactory) pelanggan

Berorientasi kepada pemenuhan
(compliance) kebutuhan warga
negara

Kapasitas manajemen

Manajemen berbasiskan kepada

Manajemen berbasiskan kepada

aparatur negara dilandasi pada
semangat kewirausahaan
(entrepreneurships)

pemenuhan  target  secara | pencapaian target
maksimal
Development culture Pengembangan kapasitas | Pengembangan kapasitas aparatur

negara dilandasi pada semangat
melayani secara sukarela (serving
as voluntary)

Sumber: diolah dari berbagai data
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Adanya perbedaan nilai-nilai “mem-
berdayakan birokrasi” (energizing bureaucracy)
baik yang berasal dari NPM maupun NPS
tidaklah terlalu diperdebatkan, karena semua
esensinya sama menuju perbaikan layanan
publik. Hal terpenting adalah bagaimana sistem
dan budaya organisasi menjadi media penting
dalam menghantarkan konteks menginjeksi
energi baru kepada aparatur negara tersebut.
Agenda reformasi birokrasi kita pada tahun
2015 mengamanatkan adanya dua tahapan
yakni inward looking yakni kewenangan antar
fungsi-fungsi pemerintahan dan penataan ulang
proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga
terendah. Selain itu, penekanan pada sisi
administrasi terlihat dari area perubahan yang
disasar, yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan
perundangan, SDM aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir
(mindset), dan budaya kerja (culture set)
aparatur. Adapun secara outward looking yakni
menghindari adanya politisasi birokrasi baik
berada dalam ranah daerah maupun nasional,
memperhatikan konteks lokasi sosial politik
sekarang ini yang serba liberalistik. Maka dengan
semakin pluralistiknya keadaan sekarang ini,
kinerja aparatur sendiri antara diawasi dengan
mengawasi dalam soal kinerjanya. Maka
penginjeksian nilai-nilai energizing dalam
tubuh aparatur negara seperti stimulus kerja,
kerja minimal hasil maksimal, akuntabilitas,
kenaikan pangkat berdasar prestasi dan kredit
poin, maupun parameter kerja yang disepakati
bersama oleh manajer publik, publik, aparatur
negara perlu untuk segera diimplementasikan
lebih lanjut. Adapun amalgamasi antara pola
kerja swasta dengan pola kerja voluntarisme
seperti kerja ala aktivis memang menjadi misi
utama dalam energizing terhadap pengem-
bangan kompetensi aparatur negara ini.

Secara swasta, pola energizing dalam
pengembangan kompetensi sendiri terletak
pada pengubahan paradigma dari semula job
centered menuju individual centered menuju
performance centered. Analisis kerja yang
berdasarkan pada job justru tidak membuat
kompetensi seorang aparatur negara menjadi
tidak berkembang, malah justru berubah menjadi
stagnan dan statis. Hal itu dikarenakan aparatur
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negara hanya akan berfokus pada penyelesaian
tugas pokok fungsi maupun analisis beban kerja
yang diperintahkan pimpinan sehingga tidak
dimungkinkan untuk melakukan improvisasi
diri. Dikarenakan akan lebih fokus pada
penyelesaian tugas terlebih dahulu dikarenakan
sistem pengawasan ketat dari pimpinan. Maka
dengan adanya paradigma individual centered
sendiri, pengembangan kompetensi sendiri
dapat dilakukan oleh maksimal dikarenakan
adanya independensi maupun desentralisasi
kewenangan dalam penentuan beban analisis
kerja maupun tugas pokok fungsi merupakan hasil
negosiasi dari manajer publik dengan aparatur
negara itu sendiri. Hal itulah yang sekiranya dapat
mereduksi adanya beban kerja yang berlebihan
dari aparatur negara baik yang tetap maupun
honorer sehingga dapat memilih beban kerja,
asal bisa mencapai capaian target kerja tertentu.
Kondisi itulah yang memungkinkan aparatur
untuk bisa mengembangkan kompetensinya
dalam bidang-bidang lainnya yang menopang
jabatan publiknya. Energizing dalam konteks
inilah yang sebenarnya bisa mengakselerasi
peforma sistem maupun organisasional dari
suatu instansi tertentu. Dengan adanya beban
kerja minimal, namun pencapaian hasil maksimal
tentu akan memiliki efek bola salju dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat. Dalam konteks inilah sebenarnya
kemudian satisfaction didapatkan baik dari
masyarakat maupun manajer publik karena ada
peningkatan SDM dari aparatur negara utamanya
di street level bureaucracy.

Adapun pola energizing yang diambilkan
pada nilai-nilai volunterisme seperti halnya
pembentukan frust, networking, solidarity,
maupun bentuk modal sosial lainnya yang
diambilkan dari pola kerja aktivis kemasya-
rakatan memang sangatlah mendukung kinerja
aparatur negara. Perlu diingat bahwa, pada
era demokrasi yang serba pluralistik sekarang
ini, publik selalu senantiasa untuk dilayani
sampai mencapai kata puas yang didapatkan.
Kondisi inilah yang sekiranya mengharuskan
kinerja aparatur negara juga perlu untuk lebih
banyak turun ke bawah dan kembali kepada
tujuan awalnya sebagai pelayan masyarakat.
Memang antara konsep dengan realitas perihal
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hubungannya dengan “pelayan masyarakat”
ini memang agak berbeda. Aparatur negara
sendiri belumlah bisa secara seratus persen me-
lepaskan priviliege nya untuk mengubah konteks
protected job nya sendiri dengan sebagai job
voluntarism. Memahami jabatan aparatur negara
sebagai jabatan voluntarisme memang konsep
yang progresif. Namun dalam pengalaman
negara-negara Barat, jabatan publik memang
sudah lazim karena pola pikir yang berkembang
di sana adalah jabatan adalah titipan keper-
cayaan dari publik untuk dilaksanakan secara
maksimal. Nilai-nilai kesukarelaan ini perlu untuk
dikaji ulang bagaimana energizing sendiri dengan
mengambil nilai-nilai umum dari masyarakat
perlu untuk dijabarkan secara lebih lanjut. Jika
dapat dielaborasikan lebih lanjut, tabulasi nilai-
nilai yang ingin diinjeksikan dalam konsepsi
energizing bureaucracy sendiri adalah sebagai
berikut ini.

Tabel 2. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Energizing
Bureaucracy

Energizing Bureaucracy sebagai
pengembangan kompetensi aparatur negara

Nilai-Nilai Swasta Nilai-nilai

1. TargetOriented Volunterisme

2. Negosiasi Beban 1. Pembangunan Trust
Kerja 2. Networking

3. Kepuasan 3. Pembentukan Modal
Pelayanan Sosial
Publik 4. Bekerjasecara Suka

Rela

Implikasi kepada:

1. Perbaikan kualitas pelayanan publik

2. Perbaikan Organisasional

3. Pengembangan Kompetensi Aparatur
Negara

4. Sistem kinerja berbasiskan kepada merit
system

Sumber: diolah dari berbagai sumber data
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Urgensi Pengembangan Kompetensi Aparatur
Negara Dalam UU ASN

Lahirnya UU Aparatur Sipil Negara
memang sangatlah dibutuhkan dalam menata
dan mereformasi kembali struktur organisasi
birokrasi di Indonesia hari ini. Ada berbagai
alasan kenapa manajemen birokrasi perlu
untuk dirombak.

Pertama, adalah memutuskan adanya
kebijakan minus growth yakni anggaran belanja
pegawai lebih dari 50 persen APBD (untuk
kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio
belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD
menjadi hanya zero growth yakni mekanisme
pengangkatan aparatur negara sendiri kurang
dari 30 persen. Masih kuarnya birokrasi minus
growth merupakan bentuk eskalasi birokrasi
pemerintahan sendiri masih dipahami sebagai
pencapai alat kepentingan tertentu. Hal itu yang
mengakibatkan adanya proses pengabaian
terhadap proses pengembangan kompetensi
aparatur negara sendiri kian tersandera dalam
proses administratif saja. Selain itu pula kinerja
aparatur negara juga menjadi kian menjadi
parkinsonian dan orweliianistik dikarenakan
beban kinerja yang telalu besar, namun
kompetensi yang dibutuhkan masih kurang.
Atau juga bisa ditemui fenomena bahwa jumlah
aparatur yang terbatas, namun beban kerja yang
terlalu besar.

Kedua, memutus disparitas antara
kinerja, kesejahteraan, maupun kompetensi
aparatur negara yang berada di pusat maupun
daerah. Kompetensi kinerja antara pusat
maupun daerah memang berbeda dikarenakan
beban instansi yang berbeda. Namun sebisa
mungkin, kompetensi tersebut akan disetarakan
dikarenakan semua nantinya aparatur negara
adalah milik pusat secara keseluruhan sebagai-
mana yang diatur dalam UU ASN. Hal itu
setidaknya bisa memacu adanya kompetensi
baik yang dilakukan oleh aparatur negara
baik yang dalam di ranah nasional maupun
lokal karena perlindungan akan profesi dan
pengembangan akan potensi sepenuhnya di-
lindungi oleh negara.

Ketiga, menangkap peluangnya publik
maupun percepatan karier aparatur negara
masuk dalam struktur birokrasi manajerial melalui



jalur terbuka dengan skema lelang jabatan. Hal
ini tentunya sangatlah menekankan pada proses
kompetensi kerja yang ditawarkan secara
kompetitif secara terbuka kepada publik untuk
menduduki jabatan tersebut. Adanya kebijakan
tersebut tentu saja untuk memutus adanya
politisasi jabatan yang acap Kkali digunakan
oleh upper level bureaucracy untuk menunjuk
kalangan terdekat yang terkadang belum tentu
berkompeten untuk posisi jabatan tersebut.
Oleh karena itulah, lelang dimaksudkan untuk
mereduksi adanya politisasi tersebut agar jangan
sampai terulang kembali.

Keempat, adalah memutus pula sistem
honorarium maupun perbedaan kinerja antara
aparatur negara yang berstatus pegawai
tetap dengan pegawai tidak tetap. Selama
ini yang terjadi di lapangan adalah sering
terjadi proses ketidakadilan kinerja dimana
pembebanan kinerja pegawai tidak tetap
acap kali lebih banyak ketimbang pegawai
tetap. Bahkan seringkali dijumpai temuan
bahwa ada model “pelimpahan” kinerja yang
dilakukan secara informal dan tidak melalui
mekanisme penunjukkan yang benar. Adanya
iming-iming terhadap pencalonan pegawali
menjadi pegawai tetap itulah yang membuat
kerelaan dari pegawai untuk menerima beban
kerja lainnya dari pegawai tidak tetap. Maka
tidaklah mengherankan, apabila kompetensi
kerja dan performa kerja para pegawai tidak
tetap lebih terasah daripada pegawai tetap.
Oleh karena itulah, UU ASN sebenarnya ingin
memutus adanya rantai ketidakadilan tersebut
yakni dengan memberikan semacam perjanjian
kontrak dengan keharusan mencapai capaian
dengan waktu kerja tertentu. Hal inilah yang
mendorong secara tidak langsung sistem
kompetisi yang sehat dan setara antara sesama
pegawai dalam suatu instansi tertentu.

PEMBAHASAN

Dimensi Energizing Bureaucracy Sebagai
Merit System Dalam UU ASN

Membaca arah kebijakan pengembangan
kinerja aparatur negara yang termuat dalam
UU ASN memang banyak mengandung
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gagasan revolusioner dan progresif. Selama ini
yang menjadi frending topics dalam birokrasi
Indonesia menyangkut politisasi PNS, jenjang
karier tak jelas, pengembangan kompetensi dan
kepangkatan yang tak tentu arah sebagai akibat
dari acuan penilaian kinerja PNS yang lebih
berdasar kepada /ike and dislike dari pimpinan,
hingga masalah hukum yang tak bisa dihindari
PNS terkait pelaksanaan tugasnya. Adapun
UU yang mengatur tentang PNS lainnya yakni
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU
Kepegawaian) sendiri banyak mengandung
unsur normatif dan retorik dalam manajemen
pengelolaan sumber daya aparatur sepertijenjang
pengangkatan karier maupun depolitisasi PNS
dari organisasi politik tertentu baik yang terlarang
ataukah tidak. Hal itulah yang kemudian kinerja
PNS sendiri tidak memiliki cetak biru yang tepat
dalam pengelolaan kinerja. Implikasinya adalah
PNS hanya menjadi agen politik dari eksekutif
sendiri.

Adapun gagasan revolusioner dan
progresif yang dituangkan adalah terbukanya
seleksi jabatan eksekutif senior bagi publik
maupun internal PNS sendiri yang memenuhi
syarat dan kompetensi tertentu sehingga
menciptakan adanya sistem kompetitif, di-
bentuknya dewan Komite Aparatur Sipil Negara
(KASN) sebagai lembaga pengawas kode
etik dan kinerja aparatur negeri sipil secara
keseluruhan baik nasional maupun lokal, di-
berikannya peluang untuk naik jabatan secara
cepat ke dalam struktur eselon yang lebih
tinggi, penilaian kinerja PNS sendiri dilakukan
oleh atasan, akademisi, maupun masyarakat,
dihentikannya peluang politisasi terhadap
PNS baik yang dilakukan oleh manajer dinas
maupun tingkatan atas yang lebih tinggi lagi,
adanya capaian kinerja yang harus dipenuhi
dan diawasi secara ketat oleh atasan maupun
publik, maupun adanya tiga kompetensi yang
harus dilaksanakan seorang aparatur negara
dalam melaksanakan kinerjanya yakni memiliki
kompetensi teknis, kompetensi manajerial
sosial, maupun kompetensi sosial budaya.
Ketiga hal itulah yang setidaknya menjadi kunci
kompetensi bagi seorang aparatur negara dalam
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menjalankan fungsi kedinasannya baik dalam
pengembangan kompetensi maupun pelayanan
publik.

Adapun keterlibatan publik terutama
tokoh masyarakat, akademisi, bahkan juga
swasta yang utamanya berasal dari kalangan
akademisi maupun tokoh masyarakat sendiri
menjadi kajian menarik dalam manajemen
kinerja aparatur negara. Ketiganya selama ini
dinilai bersebrangan opini dengan manajemen
aparatur sendiri dimana kritikan yang dilontarkan
selalu pedas dan kritis. Opini yang umum selalu
menjadi tema kritikan adalah birokrasi selalu
berada dalam puncak menara gading yang
terbebas dari fungsi pelayanan publik maupun
khittah-nya sebagai pelayan publik. Pelibatan
aktor luar seperti tokoh masyarakat, akademisi,
dan swasta memanglah selaras dengan konsep
governance yang selama ini ingin diterapkan.
Terkhususnya adalah dimensi networking yang
menjadi ganjalan dalam mengawasi kinerja
birokrasi karena institusi inspektorat yang ada
selama ini berjalan dalam internal birokrasi
sendiri hanya berjalan stagnan. Maka dalam
UU ASN, pelibatan itu sendiri diafrmasi dalam
rangka pengawasan maupun sinergisitas
dalam memperbaiki dan menginjeksi ulang
(reenergizing bureaucracy) dalam memperbaiki
kualitas kinerja. Dari segi swasta, birokrasi
sendiri dapat belajar dari untuk mengatur sisi
efektivitas dan efsiensi kinerja yang berpatokan
pada hasil (result oriented) maupun peningkatan
peforma institusi secara makro keseluruhan. Dari
segi publik, aparatur dapat mengasah kepekaan
sosial maupun kepekaan populisnya dalam
menanggapi aspirasi masyarakat. Kepekaan
tersebut menjadi urgen dan signifkan dalam
mengasah dimensi pelayanan yang dinilai
masih kurang dalam setiap birokrat. Padahal
kepekaan sendiri menjadi penting dalam upaya
mempercepat menghadirkan solusi secara cepat
dan akurat untuk sekedar menghadirkan resolusi.
Kompetensi menjadi bahasa penting dalam
memahami substansi pasal per pasal dalam UU
ASN dimana terdapat keharusan bagi aparatur
negara untuk meningkatan kemampuan dan
kompetensinya selama kinerja. Keharusan
tersebut sangatlah berkorelasi dengan tingkat
kompetisi kerja maupun perbaikan kualitas
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pelayanan publik. Adapun dibukanya keran
lelang jabatan bagi publik baik swasta maupun
masyarakat untuk bisa berkecimpung menjadi
eksekutif senior di suatu instansi tertentu
memang sangatlah bagus. Hal itu dikarenakan
bisa menstimulus ide-ide baru dari luar untuk
diterapkan dalam mesin birokrasi yang kaku.
Adanya nilai-nilai volunterisme yang didapat
dari sektor publik maupun nilai-nilai kefektifan
dan efektivitas kerja dari sektor swasta tentunya
dapat mengefesiensi dan melatih jiwa sosial
dari birokrat itu sendiri. Namun demikian, nilai-
nilai volunterisme maupun nilai-nilai efektivitas
dan efsiensi dalam energizing bureaucracy
sendiri harus diselaraskan dengan nilai-nilai dari
paradigma NPM yang berlaku dalam UU ASN
ini seperti halnya profesionalitas, akuntabel,
transparan, proporsionalitas, keterpaduan, mau-
pun keterbukaan. Hal yang paling mengena dari
UU ASN ini adalah masih kuatnya paradigma
reinventing government yang menekankan
pada keterlibatan individu dalam melalkukan
improvisasi dalam bekerja. Tentunya hal itu bisa
dilakukan antara ya dan tidak tergantung pada
kondisi diskresi yang ada dalam waktu dinas.
Biasanya dalam berbagai kasus organisasional,
seorang eksekutif senior akan memberikan
contoh ala entrepreneur leader yang mampu
mendorong kinerja anak buahnya agar mampu
menghasilkan serupa bahkan lebih dibandingkan
dengan atasannya.

Artinya bahwa dimensi-dimensi pro-
fesionalitas dan nilai-nilai transparansi dan ke-
terbukaan tentu saja tidak bisa diukur melalui
adanya peningkatan karier dengan cepat
melalui prestasi, adanya lelang jabatan, maupun
adanya mekanisme pengembangan kompetensi
tertentu. Hal itu sebenarnya masuk dalam
progam eksaminasi dan aksentuasi dari UU ASN
sendiri untuk menstimulus timbulnya kompetensi
daripada aparatur negara. Namun yang menjadi
pertanyaan kritis dalam model pengembangan
kompetensi seperti apa yang ingin dimunculkan
dan dihadirkan dalam pengembangan kom-
petensi aparatur negara dalam UU ASN ini.
Kompetensi yang dimaksudkan dalam UU ASN ini
adalah bagaimana nilai, norma, maupun perilaku
dari kinerja sebuah aparatur negara sendiri dapat
ditransformasikan dalam peningkatan kinerja dan



pengembangan kapasitas (Mutiarin, 2010). Dalam
hal ini, tingkat kompetensi yang menjadi concern
aparatur negara dalam memperbaiki kualitas
kinerja dan layanan publiknya, setidaknya ada
empat hal kompetensi dasar yang perlu dimiliki
yakni 1) Mengenali berbagai permasalahan
yang timbul dalam internal organisasi birokrasi
maupun eksternal masyarakat, 2) Merumuskan
strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut,
3) Merancang progam-progam dan rencana
aksi, dan 4) Memanfaatkan secara -efektif
sumber-sumber dasar untuk progam tersebut,
5) Memanfaatkan arus balik dari progam
tersebut. Adanya berbagai macam parameter
tentang kompetensi dasar tersebut. Tentunya
parameter-parameter itulah yang kemudian
perlu untuk dianalisiskan dan di brainstorming
ke dalam nilai-nilai energizing bureaucracy.
Dalam hal ini peran seorang eksekutif
senior dalam melakukan proses brainstorming
dalam mensosialisasikan nilai-nilai energizing
bureaucracy menjadi penting dan signifkan
dalam melakukan injeksi nilai tersebut. Hal
tersebut terkait dengan menghubungkan publik
dengan proses pengambilan keputusan (decision
making process) untuk membangun kembali
level kepercayaan dari publik yang selama ini
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telah hilang dalam mesin birokrasi yang rigid.
Kondisi tersebut juga ingin mengembalikan
sektor aparatur negara kembali pada sektor non
proft sector yakni secara benar melayani dan
tidak mengharapkan adanya rente dalam proses
pelayanan publik. Selain halnya /evel trust yang
ingin dibangun, hal lainnya adalah peningkatan
performa aparatur negara melalui pengawasan
langsung secara internal maupun eksternal
melalui skema result oriented yakni dengan
adanya pencapaian hasil dan kinerja yang harus
dipenuhi. Adapun peningkatan pangkat maupun
kesejahteraan sendiri pada dasarnya adalah
bentuk stimulus dan penghargaan akan adanya
kinerja birokrasi yang semakin meningkat dan
melebihi target setelah dilakukannya proses
reenergizing. Tentunya proses energizing sendiri
tidaklah semudah dilakukan dalam sebuah
skema diklat maupun penyegaran di suatu
kawasan sejuk tertentu. Dalam konteks ini,
budaya organisasional sangatlah kuat dalam
memberi fondasi yang kuat dimana dimensi
volunterisme maupun dimensi entrepreneurship
bisa melakukan sinergisitas satu sama lain
dalam mengukuhkan energizing bureaucracy
yang dapat dapat dilihat dalam tabulasi berikut
ini.

Tabel 3. Indikator Kinerja Pegawai Berbasis Kompetensi berbasis Energizing Bureaucracy

TPA/Uji

Kepatutan &
Kelayakan

|
-
Ty
L kompelensi J Kineri: ry - Kepaiutan &
— Middle M Kelayakan
y i : nsi
I e
Penilaian I Pengukuran Profesional L[]
kompetensi Kineria I: ;—I Kepatutan &
| Lower Mngr Kelavakan
N o I \—T_/
I ™
Penilaian Pensukuran Profesional uii
kompetensi Kineria I:u—l «— Kepatutan &
[ sueruco | Ketavakan
.. =4
I Y
Penilaian Pengukuran Profesional :
kompetensi Kineria :
el

Sumber: (Agustinus, 2007)
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Melalui tabulasi berikut, kita bisa
mengelaborasi lebih lanjut budaya organi-
sasional yang dibangun dalam melakukan
reenergize adalah berbasis profesionalisitas
dalam mengembangkan kompetensi para
aparatur negaranya. Profesionalisme tersebut
sendiri dibangun dalam bentuk penilaian dan
pengukuran kompetensi yang dilakukan publik
melalui KASN. Profesionalisme dalam energizing
bureaucracy sendiri dilakukan dalam bentuk
sikap volunterisme yakni seberapa sikap
afeksi dan afrmasi yang ditunjukkan aparatur
negara dalam menyerap aspirasi publik. Afeksi
yang dilaksanakan sendiri berdasarkan pada
kepekaan seorang aparatur negara dalam secara
cepat dan tangkas dalam menanggapi keluhan
dan melayani masyarakat. Afirmasi sendiri
adalah bentuk bentuk pembumisasian kepada
aparatur negara untuk senantiasa turun ke
bawah dalam mengawal aspirasi tersebut dalam
sebuah kebijakan. Adapun diperkenalkannya
indeks pengukuran kinerja maupun penilaian
kompetensi sendiri merupakan bentuk imple-
mentasi dari sistem kewirausahaan dimana
terdapat mekanisme reward and punishment
dalam proses kinerjanya. Maka pada akhirnya,
perspektif energizing bureaucracy sebagai
bentuk model pengembangan kompetensi
sendiri dalam UU ASN berfungsi sebagai
motivator, regulator, dan assessor. Sebagai
motivator, energizing sendiri mengindikasikan
adanya dorongan untuk melakukan pekerjaan
secara sepenuh hati dengan diimbangi dengan
sikap volunterisme dan profesionalitas. Sebagai
requilator, energizing berupaya sebagai basis
dalam pengembangan kompetensi aparatur
dengan cara membuat sistem yang terpadu dan
operasional dalam mencegah terjadinya patologis
birokrasi yang acap kali tumbuh. Sebagai
assessor, tentunya energizing berperan sebagai
penilai dalam kinerja birokrasi selama ini, apakah
sudah memenuhi target ataukah belum.

PENUTUP

Hal yang dapat disimpulkan dalam
makalah ini adalah perspektif energizing
bureaucracy sendiri memberikan banyak
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pemahaman terutama dalam pengembangan
kompetensi aparatur negara di era UU
ASN. Yang pertama, adalah pengembangan
kompetensi yang dilakukan sendiri tidaklah
semata harus mengikuti garis-garis profe-
sionalitas ala swasta yang menuntut adanya
hasil lebih dalam melakukan pekerjaan. Kinerja
aparatur negara setidaknya perlu menambahkan
adanya dimensi volunterisme yakni perlunya
nilai-nilai  kesukarelawan dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Kedua,
pengembangan kompetensi tidaklah harus ber-
lokus pada pengembangan diri semata (individual
centered), melainkan juga peningkatan peforma
organisasional (performance centered) maupun
kinerja. Konteks itu mengandung makna
resiprokalitas bahwa kinerja aparatur akan
mempengaruhi organisasi, dan kinerja organisasi
akan mempengaruhi budaya kinerja seorang
aparatur negara. Ketiga, peran seorang manajer
atau eksekutif senior dalam mendayagunakan
dan mengatur penetrasi nilai-nilai energizing
dalam tubuh birokrasi sendiri menjadi urgen
dan signifikan. Dalam konteks ini, peran
manajer sebagai entrepreneur leader sangatlah
mendorong dalam terciptanya transformasi
kinerja dalam tubuh organisasional maupun
personalnya secara langsung.

Maka secara garis besarnya, energizing
bureaucracy sebagai bentuk tawaran alternatif
dalam pengembangan kompetensi bagi aparatur
negara maupun sistemnya perlu menjadi bahan
pertimbangan menarik dalam memajukan
sistem birokrasi di Indonesia. Bahwa tidaklah
semata profesionalitas yang dikejar dalam
pengembangan kompetensi aparatur negara
saja. Namun juga bagaimana dimensi altruistik
sebagai aparatur pelayan publik juga perlu
dikedepankan untuk membangun level trust
maupun networking kepada masyarakat. Oleh
karena itulah, perspektif energizing bureaucracy
sebagai tawaran alternatif perlu menjadi bahan
pertimbangan dalam UU ASN.
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